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Abstract 
 

This study examines the dynamics of social and formal legitimacy in zakat management 

at Masjid At-Taqwa Marbau, focusing on local committees operating without formal 

administrative recognition. The academic problem addressed is how social legitimacy is 

formed and interacts with fiqh principles and formal regulations, as well as its 

implications for the sustainability of zakat management. The study employs a 

qualitative case study approach, involving in-depth interviews, participatory 

observation, and documentation, with data analyzed using Huberman and Miles’ 

interactive analysis model. Findings indicate that community-based zakat management 

operates temporarily and informally, emphasizing efficiency, procedural simplicity, and 

social harmony. Social legitimacy is established through trust, tradition, social 

proximity, and informal religious authority, often serving as the primary foundation for 

the practice’s success. Tensions arise when social legitimacy intersects with formal legal 

requirements and fiqh principles, particularly regarding accountability, distribution, 

and the status of amil. This study proposes a hybrid legitimacy model, integrating the 

strengths of social legitimacy with formal governance principles, allowing zakat 

management to remain community-based while enhancing accountability and 

transparency. The findings contribute conceptually to understanding the relationship 

between social and formal legitimacy in zakat management in Indonesia. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini membahas dinamika legitimasi sosial dan formal dalam pengelolaan 

zakat di Masjid At-Taqwa Marbau, dengan fokus pada praktik panitia lokal yang 

beroperasi tanpa legalitas administratif formal. Permasalahan akademik yang dikaji 

adalah bagaimana legitimasi sosial terbentuk dan berinteraksi dengan ketentuan fiqh 

serta regulasi formal, serta implikasinya terhadap keberlangsungan pengelolaan zakat. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melibatkan 

wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, serta dianalisis 

menggunakan model analisis interaktif Huberman dan Miles. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berbasis komunitas berjalan secara temporer 

dan informal, menekankan efisiensi, kesederhanaan prosedur, dan harmoni sosial. 

Legitimasi sosial terbentuk melalui kepercayaan, tradisi, kedekatan sosial, dan otoritas 

keagamaan informal, yang dalam banyak hal menjadi fondasi utama keberhasilan 

praktik. Ketegangan muncul ketika legitimasi sosial bersinggungan dengan tuntutan 

legalitas formal dan prinsip fiqh, terutama terkait akuntabilitas, distribusi, dan status 

amil. Penelitian ini menawarkan model hybrid legitimacy, yang mengintegrasikan 

kekuatan legitimasi sosial dengan prinsip tata kelola formal, sehingga praktik 

pengelolaan zakat tetap berbasis komunitas sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami 

hubungan antara legitimasi sosial dan formal dalam pengelolaan zakat di Indonesia 
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PENDAHULUAN 

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam 

yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial. Selain 

sebagai kewajiban religius bagi umat Islam, zakat berperan dalam mendorong 

distribusi kesejahteraan serta menjadi salah satu upaya untuk mengurangi 

kesenjangan sosial di tengah masyarakat Muslim. Dalam konteks negara modern, 

pengelolaan zakat tidak lagi hanya dipahami sebagai praktik keagamaan yang 

bersifat normatif, tetapi juga telah diatur secara administratif melalui regulasi 

formal. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat 

dilakukan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan 

LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang memiliki legalitas formal (Adanan Murrah 

Nasution, 2020). 

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan kondisi yang tidak 

selalu sejalan dengan ketentuan tersebut. Di berbagai daerah, pengelolaan zakat 

masih banyak dilakukan oleh panitia lokal yang dibentuk secara sementara, 

terutama pada bulan Ramadan, tanpa memiliki legalitas formal sebagai amil 

zakat (Herianto, 2021). Meskipun demikian, panitia tersebut tetap menjalankan 

fungsi pengumpulan dan pendistribusian zakat, bahkan dalam beberapa kasus 

juga menerima bagian sebagai amil (Herianto, 2021; Muhammad Ma’shum 

Mujahid, 2022). 

Fenomena serupa juga ditemukan di Masjid At-Taqwa Marbau. Panitia zakat 

di masjid ini dibentuk setiap tahun tanpa adanya surat keputusan resmi dari 

lembaga zakat yang berwenang. Meskipun tidak memiliki legitimasi formal, 

keberadaan panitia ini tetap diterima dan dipercaya oleh masyarakat setempat. 

Menariknya, praktik distribusi zakat yang dilakukan cenderung merata kepada 

penerima, yang dalam beberapa kajian dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan 

prinsip distribusi zakat berbasis asnaf (Abdul Munjid et al., 2025; Aunurrofiq et 

al., 2025). 

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya lebih banyak menyoroti dua hal, 

yaitu status hukum amil zakat yang tidak memiliki legalitas formal serta praktik 

distribusi zakat yang dinilai kurang proporsional (Badriah et al., 2022; Fitria 

Norfadillah, 2024; Herianto, 2021; Ramadhan & Kamal, 2024; Suryani & 

Nopriansyah, 2024). Fokus kajian tersebut cenderung pada kesesuaian praktik 

dengan ketentuan fiqh maupun regulasi yang berlaku. Di sisi lain, aspek sosial 

yang melatarbelakangi tetap bertahannya praktik tersebut justru belum banyak 

dibahas secara mendalam. Beberapa penelitian memang menyinggung adanya 

faktor kepercayaan masyarakat, namun belum menjelaskan secara rinci 

bagaimana legitimasi sosial itu terbentuk, dinegosiasikan, dan terus 

dipertahankan dalam konteks lokal (Sari et al., 2024). 
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Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa masih terdapat ruang kajian 

yang perlu diisi, khususnya dalam memahami praktik pengelolaan zakat tanpa 

legalitas formal dari sudut pandang legitimasi sosial. Oleh karena itu, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana legitimasi sosial terbentuk dalam 

praktik pengelolaan zakat tanpa legalitas formal, serta bagaimana legitimasi 

tersebut berinteraksi dengan ketentuan fiqh dan regulasi formal yang berlaku, 

khususnya yang berkaitan dengan peran BAZNAS sebagai otoritas resmi 

pengelolaan zakat di Indonesia. 

Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi diterimanya praktik tersebut di tingkat masyarakat lokal. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik 

secara teoritis dalam pengembangan kajian zakat. Terutama yang berkaitan 

dengan hubungan antara legitimasi sosial dan legitimasi formal, maupun secara 

praktis sebagai upaya pengelolaan zakat yang lebih sesuai dengan kondisi 

masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi dalam 

konteks tertentu dan kondisi yang alami. Dalam hal ini, studi kasus 

memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana praktik 

pengelolaan zakat berlangsung di lapangan (Poltak & Rianto Widjaja, 2024).  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Ramadan tahun 2026. Lokasi penelitian 

berada di Masjid At-Taqwa Marbau, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten 

Rokan Hilir, Riau. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, dengan 

pertimbangan bahwa pengelolaan zakat di masjid tersebut dilaksanakan oleh 

panitia lokal tanpa legalitas formal, namun tetap mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat. 

Subjek dalam penelitian ini meliputi panitia zakat, tokoh masyarakat, serta 

penerima zakat. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka 

dalam kegiatan pengelolaan zakat, serta sejauh mana mereka memahami praktik 

yang sedang diteliti. Dengan cara ini, data yang diperoleh diharapkan lebih 

relevan dan sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, 

observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali 

informasi secara langsung dari informan, sementara observasi dilakukan untuk 

melihat praktik yang berlangsung secara nyata. Dokumentasi digunakan sebagai 

data pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian. 
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Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif 

yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Nurrisa 

& Hermina, 2025), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini dilakukan secara terus-

menerus sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. 

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan serta 

menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, sehingga hasil penelitian 

dapat lebih dapat dipercaya.  

Adapun pendekatan teoritis yang digunakan adalah teori legitimasi sosial 

yang merujuk pada pemikiran Max Weber (Harfi et al., 2025), yang menjelaskan 

bahwa penerimaan masyarakat terhadap suatu praktik dapat terbentuk melalui 

kepercayaan, tradisi, maupun otoritas sosial, dan tidak selalu bergantung pada 

legalitas formal semata. 

 

PEMBAHASAN 

A. Praktik Pengelolaan Zakat di Masjid At-Taqwa Marbau 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan zakat di Masjid At-

Taqwa Marbau cenderung berbasis komunitas, dengan pola yang informal dan 

temporer. Panitia zakat dibentuk setiap bulan Ramadan oleh pengurus masjid 

melalui penunjukan langsung terhadap sekitar 5–6 orang anggota masyarakat 

yang dianggap memiliki kapasitas dan dapat dipercaya, seperti tokoh agama, 

ketua RT/RW, maupun pengurus masjid. Pola seperti ini menunjukkan bahwa 

struktur yang terbentuk tidak bersifat kaku, melainkan menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. 

Menariknya, pembentukan panitia tersebut tidak disertai dengan legalitas 

administratif formal, baik berupa surat keputusan dari lembaga resmi maupun 

dari pengurus masjid. Penunjukan biasanya dilakukan secara lisan berdasarkan 

kesepakatan bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik kelembagaan yang 

berjalan lebih bertumpu pada kepercayaan antar anggota masyarakat 

dibandingkan dengan prosedur formal yang tertulis (Ahmad, 2026). 

Kondisi ini sejalan dengan penelitian tentang pengelolaan zakat tradisional 

berbasis komunitas, yang menunjukkan bahwa praktik lokal pada umumnya 

ditopang oleh modal sosial, seperti kepercayaan dan kedekatan sosial, sebagai 

dasar dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat dan penentu perilaku zakat 

tradisional (Salma Naqiyya Fairuz Firaasya et al., 2026). 
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Dalam pelaksanaannya, pengumpulan zakat dilakukan dalam waktu yang 

relatif singkat, yaitu pada malam hari menjelang akhir Ramadan, khususnya 

mulai malam ke-27 hingga malam Idulfitri. Pola ini menunjukkan adanya upaya 

untuk mengefisienkan proses pengumpulan zakat. Namun di sisi lain, 

keterbatasan waktu tersebut juga berdampak pada belum optimalnya akses bagi 

sebagian muzakki untuk menunaikan zakatnya (Fajar, 2026). 

Jika dilihat dari perspektif tata kelola zakat modern, kondisi ini 

memperlihatkan adanya jarak antara praktik di lapangan dengan prinsip 

pengelolaan zakat yang ideal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa pengelolaan zakat seharusnya 

dilakukan secara profesional, transparan, serta memberikan kemudahan bagi 

muzakki. Dengan demikian, pembatasan waktu pengumpulan zakat dapat 

dipahami sebagai bentuk efisiensi, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan 

prinsip pelayanan yang optimal. 

Pada tahap distribusi, zakat disalurkan kepada kelompok penerima yang 

secara umum mengacu pada kategori asnaf, seperti fakir, miskin, amil, dan 

fisabilillah. Namun demikian, dalam praktiknya zakat dibagikan secara merata 

kepada seluruh penerima yang telah terdata di lingkungan tersebut. Pendekatan 

ini lebih didasarkan pada pertimbangan sosial, terutama untuk menjaga 

keharmonisan dan menghindari potensi kecemburuan di tengah masyarakat 

(Nazar, 2026). Pola distribusi yang merata ini menunjukkan adanya penyesuaian 

terhadap kondisi sosial lokal. Meski demikian, dalam perspektif fiqh zakat Yusuf 

al-Qardhawi menyebutkan bahwa distribusi zakat seharusnya 

mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing penerima dan bukan 

dibagi rata (Diningrum et al., 2022). 

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat 

oleh panitia lokal lebih menekankan pada kesederhanaan prosedur, efisiensi, 

serta menjaga hubungan sosial di masyarakat. Namun demikian, praktik 

tersebut masih memiliki keterbatasan jika dilihat dari kerangka pengelolaan 

zakat secara formal, terutama dalam hal legalitas, kemudahan akses, dan prinsip 

distribusi yang proporsional. 

B. Legitimasi Sosial Sebagai Basis Kepercayaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi sosial terhadap panitia zakat 

di Masjid At-Taqwa Marbau terbentuk dari beberapa faktor yang saling 

berkaitan, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap integritas panitia, tradisi 

yang sudah berlangsung cukup lama, kedekatan sosial antara panitia dan 

masyarakat, serta peran tokoh agama sebagai otoritas informal. Keempat faktor 

ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling menguatkan sehingga membentuk 

penerimaan kolektif terhadap praktik pengelolaan zakat, meskipun tidak 

didukung oleh legalitas formal. 
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Kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang paling terlihat dalam praktik 

di lapangan. Penunjukan panitia memang dilakukan tanpa prosedur 

administratif yang resmi, namun hal tersebut tidak mengurangi partisipasi 

masyarakat dalam menunaikan zakat. Masyarakat tetap menyerahkan zakatnya 

kepada panitia yang ditunjuk karena dianggap amanah dan dapat dipercaya (Ali, 

2026). Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks komunitas lokal, 

kepercayaan dapat berfungsi sebagai dasar legitimasi yang cukup kuat, bahkan 

tanpa dukungan legal formal. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang tata 

kelola berbasis komunitas yang menempatkan kepercayaan sebagai modal sosial 

utama dalam menjaga keberlangsungan praktik-praktik informal (Febriani & 

Nuriyah Hidayat, 2025; Maniagasi1 et al., 2025). 

 Selain kepercayaan, faktor tradisi juga memiliki peran penting. Praktik 

pengelolaan zakat oleh panitia lokal sudah berlangsung secara turun-temurun 

dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Karena sudah terbiasa, praktik 

ini jarang dipersoalkan dari sisi legalitas formal. Masyarakat cenderung 

menerimanya sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks ini, legitimasi tidak 

hanya dibangun dari kepercayaan, tetapi juga dari kebiasaan yang terus diulang 

dalam kehidupan sosial (Ali, 2026). 

Kedekatan sosial antara panitia dan masyarakat juga ikut memperkuat 

legitimasi tersebut. Panitia zakat biasanya berasal dari lingkungan yang sama 

dengan muzakki maupun mustahik, sehingga hubungan yang terjalin bersifat 

personal. Kondisi ini membuat proses pengelolaan zakat lebih terbuka, meskipun 

tidak ada sistem pengawasan formal. Kontrol sosial berjalan secara alami melalui 

interaksi sehari-hari di masyarakat. 

Di sisi lain, peran tokoh agama lokal juga cukup menentukan. Meskipun tidak 

memiliki legitimasi formal dari lembaga resmi seperti BAZNAS, tokoh agama 

tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pandangan masyarakat 

mengenai praktik zakat. Otoritas ini tidak datang dari struktur formal, tetapi 

dari pengetahuan agama, pengalaman, serta posisi sosial yang dihormati oleh 

masyarakat. 

Jika dilihat dari perspektif teori legitimasi, kondisi ini dapat dijelaskan 

melalui pemikiran Max Weber yang membagi legitimasi ke dalam tiga tipe, yaitu 

legal-rasional, tradisional, dan karismatik (Harfi et al., 2025). Dalam kasus ini, 

legitimasi yang dominan justru berasal dari aspek tradisional dan karismatik, di 

mana masyarakat menerima praktik yang ada karena sudah menjadi kebiasaan 

dan karena adanya figur yang dipercaya. 

Selain itu, Mark C. Suchman juga menjelaskan bahwa legitimasi dapat 

terbentuk melalui dimensi moral dan kognitif (Dhendy Setiawan Pratama & 

Khalid, 2025). Dalam konteks penelitian ini, praktik pengelolaan zakat oleh 
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panitia lokal dipandang tidak hanya sesuai secara nilai oleh masyarakat, tetapi 

juga sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak lagi dipertanyakan. 

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial bukan 

sekadar pelengkap dari legalitas formal, tetapi justru menjadi dasar utama dalam 

keberlangsungan praktik pengelolaan zakat berbasis komunitas. Dalam kondisi 

tertentu, legitimasi sosial bahkan dapat menggantikan peran legalitas formal 

dalam menentukan apakah suatu praktik dapat diterima atau tidak oleh 

masyarakat. 

C. Problematika Legalitas dan Fiqh Zakat 

Praktik pengelolaan zakat oleh panitia di Masjid At-Taqwa Marbau 

menunjukkan adanya persoalan yang tidak sederhana, terutama jika dilihat dari 

sisi legalitas formal dan fiqh zakat. Kedua aspek ini saling berkaitan dan dalam 

beberapa hal justru menimbulkan ketegangan dalam menilai keabsahan praktik 

yang berjalan di masyarakat. 

Dari sisi legalitas formal, persoalan utama terletak pada tidak adanya 

pengakuan administratif yang jelas. Panitia zakat tidak memiliki surat 

keputusan (SK) maupun keterkaitan langsung dengan lembaga resmi seperti 

BAZNAS. Dampaknya, aspek akuntabilitas dan transparansi formal menjadi 

kurang kuat, karena tidak ada standar operasional yang baku dalam pengelolaan 

zakat. Meskipun panitia melakukan pencatatan secara internal, namun praktik 

tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar pelaporan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

(Ahmad, 2026). 

Selain itu, waktu pengumpulan zakat yang terbatas, khususnya menjelang 

akhir Ramadan, juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam akses layanan 

bagi muzakki. Dalam perspektif pelayanan publik, kondisi ini bisa dinilai belum 

optimal, karena belum memberikan ruang yang cukup fleksibel bagi masyarakat 

dalam menunaikan kewajiban zakatnya. 

Jika dilihat dari perspektif fiqh zakat, terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Pertama, terkait status amil zakat. Dalam literatur fiqh, amil 

umumnya dipahami sebagai pihak yang memiliki otoritas yang jelas, baik melalui 

penunjukan pemerintah maupun lembaga yang sah. Dalam konteks ini, 

keberadaan panitia zakat yang tidak memiliki legitimasi formal memunculkan 

pertanyaan mengenai keabsahan mereka sebagai amil, termasuk terkait hak 

untuk menerima bagian zakat, karena mereka bukan amil zakat. Sebagaimana 

ulama Hanafi berpendapat bahwa Amil adalah orang yang diangkat oleh imam 

(pemerintah) untuk melakukan pengelolaan zakat,  al-Qurtubi juga menyebutkan 

bahwa amil adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk menghimpun 

dan membagikan zakat (Herianto, 2021). 



J-ALIF : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol. 11, No. 1, (2026): 1—13  

 

8 

 

Kedua, terkait pola distribusi zakat. Secara normatif, fiqh zakat menekankan 

bahwa distribusi seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan masing-

masing asnaf. Namun dalam praktiknya, zakat dibagikan secara merata kepada 

penerima. Pola ini lebih didorong oleh pertimbangan sosial, terutama untuk 

menjaga keseimbangan dan menghindari potensi kecemburuan di tengah 

masyarakat. Dengan kata lain, ada penyesuaian antara prinsip normatif dengan 

realitas sosial yang dihadapi di lapangan. 

Ketiga, belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang terstandar juga 

menjadi catatan penting. Walaupun pengawasan tetap berjalan melalui kontrol 

sosial di masyarakat, mekanisme tersebut masih bersifat informal. Jika 

dibandingkan dengan prinsip tata kelola modern, kondisi ini tentu belum cukup 

untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas secara lebih luas. 

Jika dilihat secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya tarik-

menarik antara dua bentuk legitimasi, yaitu legitimasi formal yang berbasis 

aturan, dan legitimasi sosial yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat. 

Menariknya, meskipun secara formal praktik ini belum sepenuhnya sesuai 

dengan regulasi maupun ketentuan fiqh, namun tetap dapat berjalan dengan baik 

karena didukung oleh legitimasi sosial yang kuat. 

Dengan demikian, praktik pengelolaan zakat oleh panitia lokal dapat 

dikatakan berada pada posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, praktik ini 

berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat. Namun di sisi lain, masih terdapat 

beberapa hal yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip legalitas formal 

maupun ketentuan fiqh secara ideal. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam 

konteks masyarakat lokal, ukuran keabsahan suatu praktik tidak hanya 

ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh sejauh mana praktik tersebut 

diterima dan dipercaya oleh masyarakat. 

D. Ketegangan antara Legalitas Formal dan Sosial 

Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua 

bentuk legitimasi dalam pengelolaan zakat, yaitu legalitas formal yang 

bersumber dari regulasi negara dan legitimasi sosial yang tumbuh dari 

kepercayaan masyarakat. Ketegangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek 

administratif, tetapi juga mencerminkan perbedaan cara pandang dalam menilai 

keabsahan suatu praktik sosial-keagamaan. 

Dari sisi legalitas formal, pengelolaan zakat dituntut untuk memenuhi unsur 

kelembagaan yang jelas, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi. 

Dalam hal ini, negara melalui lembaga seperti BAZNAS mengatur bahwa 

pengelolaan zakat seharusnya dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin resmi, 

sistem administrasi yang tertata, serta mekanisme pelaporan yang transparan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat. 
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Namun dalam praktik di Masjid At-Taqwa Marbau, legitimasi sosial justru 

lebih berperan. Kepercayaan masyarakat, kedekatan sosial, serta pengalaman 

kolektif menjadi faktor utama yang menentukan apakah suatu praktik dapat 

diterima atau tidak. Bagi masyarakat, yang lebih penting adalah zakat dapat 

terkumpul dan tersalurkan dengan baik, bukan semata-mata apakah proses 

tersebut sudah sesuai dengan prosedur formal (Yusuf, 2026). 

Ketegangan mulai terlihat ketika kedua sistem ini tidak berjalan searah. Di 

satu sisi, praktik yang berkembang di masyarakat tidak sepenuhnya sesuai 

dengan ketentuan formal. Namun di sisi lain, jika seluruh proses dipaksakan 

mengikuti sistem formal secara kaku, ada risiko hilangnya fleksibilitas dan 

kepercayaan yang selama ini justru menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan 

zakat berbasis komunitas. 

Dalam perspektif teori legitimasi, kondisi ini dapat dipahami melalui 

pemikiran Max Weber yang membedakan legitimasi legal rasional dengan 

legitimasi tradisional (Harfi et al., 2025), serta diperkuat oleh Mark C. Suchman 

yang melihat legitimasi dari sisi moral dan kognitif (Dhendy Setiawan Pratama 

& Khalid, 2025). Dalam konteks penelitian ini, legitimasi sosial tampak lebih 

bertahan karena berakar pada kebiasaan, nilai, dan kepercayaan yang sudah 

mengakar dalam kehidupan masyarakat. 

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak bisa 

hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga dari sejauh 

mana praktik tersebut diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, 

legitimasi sosial dan legalitas formal sebaiknya tidak dipertentangkan secara 

langsung, melainkan dipahami sebagai dua unsur yang bisa saling melengkapi. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan model hybrid 

legitimacy dalam pengelolaan zakat (Waldi et al., 2025), yaitu pendekatan yang 

mencoba menggabungkan kekuatan legitimasi sosial dengan legitimasi formal. 

Model hybrid legitimacy yang ditawarkan dalam penelitian ini pada dasarnya 

bukan untuk mengganti pola pengelolaan zakat berbasis masyarakat yang sudah 

berjalan selama ini, tetapi lebih kepada upaya memperkuatnya melalui 

penyesuaian dengan unsur legalitas formal secara bertahap. Dalam praktiknya 

pengelolaan zakat di Masjid At-Taqwa Marbau, penerapan model ini dapat 

dilakukan melalui kerja sama administratif antara panitia zakat masjid dengan 

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di bawah koordinasi BAZNAS daerah. Melalui 

kerjasama tersebut, panitia lokal tetap menjalankan tugas utama dalam 

mengumpulkan dan menyalurkan zakat karena sudah memiliki kedekatan dan 

kepercayaan dari masyarakat. Sementara itu, unsur legalitas formal dapat 

dipenuhi melalui pencatatan administrasi, pelaporan sederhana, serta 

pendampingan dari lembaga terkait tanpa harus mengambil alih peran panitia 

lokal. 
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Penguatan legitimasi formal juga dapat dilakukan tanpa menghilangkan ciri 

khas pengelolaan zakat berbasis komunitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui 

penyusunan struktur kepanitiaan yang lebih jelas, mekanisme distribusi zakat 

disepakati bersama masyarakat, serta penyampaian laporan penerimaan dan 

penyaluran zakat secara terbuka di lingkungan masjid. Langkah-langkah 

tersebut tidak mengubah pola sosial yang sudah terbentuk di masyarakat, tetapi 

justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat karena pengelolaan zakat 

menjadi lebih transparan. 

Dengan demikian, legalitas formal tidak dipahami sebagai bentuk kontrol 

yang membatasi praktik lokal, melainkan sebagai sarana untuk mendukung tata 

kelola zakat yang lebih baik. Melalui model ini, legitimasi sosial dan legitimasi 

formal dapat berjalan berdampingan melalui proses penyesuaian secara 

bertahap, tanpa menghilangkan nilai kepercayaan, kedekatan sosial, dan 

partisipasi masyarakat yang selama ini menjadi dasar utama pengelolaan zakat 

di tingkat lokal. 

 

PENUTUP 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Masjid At-Taqwa 

Marbau berjalan dengan pola berbasis komunitas yang bersifat informal dan 

temporer. Panitia zakat dibentuk setiap Ramadan melalui mekanisme 

penunjukan langsung berdasarkan kepercayaan dan kapasitas individu, tanpa 

legalitas administratif formal. Praktik pengumpulan dan distribusi zakat 

menekankan efisiensi waktu, kesederhanaan prosedur, serta harmoni sosial, 

meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip distribusi berbasis kebutuhan 

maupun standar administrasi formal. 

Temuan juga menegaskan bahwa legitimasi sosial menjadi fondasi utama 

dalam keberlangsungan pengelolaan zakat di masyarakat. Kepercayaan 

masyarakat, tradisi yang berkelanjutan, kedekatan sosial, dan otoritas 

keagamaan informal membentuk penerimaan kolektif terhadap praktik yang 

tidak berbasis legalitas formal. Ketegangan muncul ketika legitimasi sosial ini 

bersinggungan dengan tuntutan legalitas formal dan prinsip fiqh, di mana praktik 

yang diterima secara sosial belum sepenuhnya memenuhi persyaratan hukum 

atau standar tata kelola zakat modern. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan model hybrid 

legitimacy, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan legitimasi sosial dengan 

prinsip tata kelola formal, sehingga pengelolaan zakat tetap berbasis komunitas 

dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, namun juga meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, dan legalitas. Dalam praktiknya, model ini dapat 

diwujudkan melalui kerja sama administratif antara panitia zakat masjid dengan 

UPZ atau BAZNAS, penyusunan sistem pelaporan yang sederhana dan terbuka 
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kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas panitia zakat tanpa 

menghilangkan pola kepemimpinan lokal yang telah berkembang di tengah 

masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan 

membandingkan praktik serupa di berbagai daerah atau meneliti implementasi 

model hybrid dalam konteks lembaga zakat resmi, untuk mengeksplorasi cara 

menjembatani legitimasi sosial dan formal secara lebih sistematis. 
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